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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Titik berat otonomi daerah yang diletakan kepada Pemerintah Daerah 

Provinsi. Tidak konsisten diterapkan didasarkan pada sistem panas bumi memiliki 

karakter unik terutama dalam hal keberadaanya yang bersifat lintas daerah 

administratif. Dan mengalami pergeseran secara mikro, yakni kewenangan 

pengelolaan panas bumi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Semestinya 

dilandaskan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan penghindaran eksternalitas. Serta 

kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

dikesampingkan. Menunjukan Pemerintah Provinsi tidak otonom untuk mengelola 

potensi panas bumi yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban 

dan tanggung jawab dengan kewenangan terbatas melalui tugas pembantuan. 

Dalam pemanfaatan kawasan hutan taman nasional terkait pemanfaatan 

tidak langsung panas bumi untuk keperluan energi listrik dalam kawasan hutan 

taman nasional. Pemerintah pusat telah melakukan serangkain sinkronisasi. 

Ditunjukan dengan diterbitkannya pelbagai perubahan peraturan perundang-

undangan terkait beserta peraturan turunannya. Sejalan dengan hal tersebut, 

Pemerintah perlu menyelesaian perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam hal ini, 

kawasan hutan taman nasional dipersiapkan sebagai kawasan cadangan 

pembangunan. Dalam rangka efektivitas pemenuhan target energi listrik sesuai 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tepat 

waktu. Kemudian, baik Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten. Perlu 

melakukan studi kelayakan kembali. Dengan melibatkan masyarakat sekitar 

Gunung Ciremai baik pro maupun kontra tidak hanya pada tahap sosialisasi saja. 

Sebagai media informasi dan diseminasi yang disebarluaskan secara berkala baik 

cetak maupun elektronik. Memperhatikan dinamika yang terjadi justru lebih 

sering terjadi di luar rencana yang ada, yakni telah tercukupinya energi listrik di 

Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Kuningan tidak eksplisit dinyatakan 

dalam jaringan pembangkitan tenaga listrik di Jawa Barat dan adakalanya disertai 

penolakan. Khususnya menyangkut program strategis nasional yang direncanakan 

akan dilakukan oleh salah satu badan usaha milik negara. Melalui penunjukan 

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam.  
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